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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan
karier yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat,
pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang PNS,
sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut Alur Karier, adalah lintasan
perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui
PNSD sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tygas, fungsi, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT, adalah sekelompok Jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA, adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi
pemerintah.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF, adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jalur Karier adalah pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang.
Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku
yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesiflk berkaitan dengan bidang teknis
Jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit

organisasi. + PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN( ) N
KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAGHUKUM .~ | &'
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Bagian Ketiga
Profil Pegawai Negeri Sipil

4
Profil PNS sebagaimana dimaksud daI:mas;lasal 2 huruf b merupakan kumpulan
informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas :
data personal;
kualifikasi pendidikan;
rekam jejak jabatan;
kompetensi;
riwayat pengembangan;
riwayat hasil penilaian kinerja;
pendidikan dan pelatihan;

R

. usia; dan

informasi kepegawaian lainnya.

Jt v
.

Bagian Keempat
Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ berisi
minimal memuat informasi tentang:
nama Jabatan;

uraian Jabatan;

kode Jabatan;

pangkat/kelas Jabatan;
Kompetensi Teknis;

Kompetensi Manajerial;
Kompetensi Sosial Kultural; dan
. ukuran kinerja Jabatan.

Sm o0 o0 g

Bagian Kelima
Jalur Karier

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Jalur Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yakni lintasan posisi
Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara
maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.

(2) Pola Karier PNS dapat berbentuk:

a. horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF atau JPT;
b. vertikal, di dalam satu kelompok JA, JF atau JPT; dan

c. diagonal, antar kelompok JA, JF atau JPT. e PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN{ )
KEPALA PERANGKAT DAERAR| ¥
KABAG HUKUM Y
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Paragraf 2
Pola Karier Horizontal

Pasal 7

(1) Pola Karier Horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a
merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang
setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar
kelompok JA, JF, atau JPT.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
a. dalam lingkungan daerah;
b. antar instansi Daerah; dan
c. antar instansi pusat dan Daerah.

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pad ayat {2} dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun
maksimal 5 {(lima) tahun.

(4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam
JPT Pratama lainnya sesuai dengan persyaratan Jabatan.

(2) Mekanisme perpindahan antar JPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan yang setara dapat berpindah secara
horizontal ke dalam JF Ahli Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10

(1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, Kompetensi
dan syarat Jabatan.

(2) Perpindahan JF ke JF lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi jenjang
Jabatan dan angka kredit yang setara.

(3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas
rumpun /klasifikasi JF.

(4) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji
Kompetensi.

(5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dilaksanakan oleh
Instansi Pembina JF.

Pasal 11

(1) JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, Kompetensi, dan
syarat Jabatan.
(2) JF Ahli Utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT Pratama sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. * PARAF AUTENTIKASL
ASISTEN( ) ~
| o Pasal1z KEPALA PERANGKAT DAERAH | T
(1) Perpindahan karier horizontal bagi JA ke JF yaitu: KABAG HUKUM 'J:

a. administrator dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Madya;
atau
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b. pengawas dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Muda.

(2) Dalam hal kondisi tertentu perpindahan karier dapat dilakukan melalui
mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13

JA dapat berpindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi,dan
syarat Jabatan.

Paragraf 3
Pola Karier Vertikal

Pasal 14

(1) Pola Karier vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2} huruf b
merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih
tinggi dilakukan melalui promosi.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi:

a. JA dalam satu kelompok JA;

b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori
keahlian; dan
Cc. JPT dalam satu kelompok JPT.

Pasal 15

(1) Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a
dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi
internal.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi:

a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau
b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas.
(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan sepanjang memenuhi

persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 16

{1) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf
b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan
jenjang paling tinggi dalam satu kategori JF.

(3) Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian
dalam satu rumpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

(4) Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi,

kompetensi, dan syarat Jabatan berdasarkan kebutuhan osgastsaa—dvaa-;?ete——-—-
Jabatan yang telah ditetapkan. PARAF AUTENTIKASL -2

ASISTEN( ) ° -
Pasal 17 KEPALA PERANGKAT DAERAH

(1) Promosi ke dalam JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal | KABAGHUKUMuruf ¢ | 4
dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan melalui rencana suksesi,
seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan
kebutuhan organisasi.
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(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berpindah secara vertikal ke dalam JPT
Madya pada instansi pusat dan instansi Daerah.

(3) Perpindahan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui seleksi terbuka sesuai dengan kualifikasi, Kompetensi, dan syarat Jabatan
dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(4) Rencana suksesi, seleksi terbuka, dan ketentuan Sistem Merit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Pola Karier Diagonal

Pasal 18
(1) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c
merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang
lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme
pengangkatan dalam JF.
(2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi:

a. JAkeJF;

b. JF ke JA;

c. JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama; atau
d

JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama.
Pasal 19

(1) Perpindahan karier diagonal bagi JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf a yaitu:
a. Jabatan Administrator dapat berpindah secara diagonal ke FungsionalAhli
Utama,;
b. Jabatan Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli
Madya; atau
c¢. Jabatan Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke Fungsional
kategori keahlian atau kategori keterampilan.
(2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian/inpassing atau promosi dalam JF,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Perpindahan karier diagonal bagi JF ke JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf b yaitu:
a. JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah secara
diagonal ke Jabatan Pengawas; atau
b. JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Administrator.

(2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
melalui mekanisme penugasan pada Jabatan di luar JF, sesyai-dengan ketentuan..

peraturan perundang-undangan. = PARAF AUTENTIKASL -

ASISTEN( } °

Pasal 21 KEPALA PERANGKAT DAERAH

(1) Perpindahan karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke |#ABAG HiUNPratama

na
v

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui
promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan,
dan kebutuhan organisasi.
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(2) Perpindahan karier diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui
promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan
kebutuhan organisasi.

BAB 11
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN POLA KARIER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22
(1) Pola Karier disusun sebagai bagian dari Sistem Manajemen Talenta.

(2) Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
Pola Karier instansi.
Bagian Kedua
Pola Karier Instansi

Pasal 23

Pola Karier instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {2} merupakan Pola
Karier bersifat instansional dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 24

(1) Pola Karier instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun dan
ditetapkan oleh PPK, sesuai dengan kebutuhan instansi berdasarkan Pola Karier
Nasional, dan telah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

(2) Pola Karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan
dengan merujuk pada konsep dasar Pola Karier instansional sebagaimana
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

(3) Dalam menetapkan Pola Karier instansi, PPK harus memperhatikan Jalur Karier
yang berkesinambungan.

(4) Jalur Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dari Jabatan paling
rendah ke Jabatan paling tinggi, baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun
jenjang Jabatan yang lebih tinggi dalam Pola Karier Horizontal, Pola Karier
Vertikal, maupun Pola Karier Diagonal.

(5) Pola Karier instansi disusun dengan mempertimbangkan kelompok Jabatan kritis,
dalam kerangka Manajemen Talenta Instansi.

(6) Pola Karier instansi dilaksanakan dalam lingkup antar-unit kerja pada Instansi
Pemerintah, paling sedikit memuat JA, JF Ahli Pertama, dan JF Keterampilan.

o PARAF AUTENTIKAS]

., Bagian Ketiga ASSTEN( ) M~

erencanaan Pola Karier KEPALA PERANGKAT DAERAR| W
Pacal 25 KABAG HUKUM > - s

(1) PyB menyusun rencana pengembangan karier dengan memperhatikan:

a. urutan karier yang berkesinambungan kecuali dari JF ke JPT atauJabatan
Administrator; dan

b. tugas serumpun, Kompetensi yang berkaitan, dan kualifikasi pendidikanyang
diperlukan.
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(2) Rencana pengembangan karier instansi pemerintah sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 26
(1) Penyusunan rencana Pola Karier meliputi rencana Pola Karier untuk:
a. JPT;
b. JA;dan
c. JF.

(2) Rencana Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah,
komposisi, distribusi calon pemegang Jabatan, dan jangka waktu melintasi alur
karier /Jabatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Komposisi dalam pembinaan karier harus seimbang untuk seluruh calon
peserta seleksi yang ada di instansi bersangkutan, dalam arti bagi setiap 1
(satu) Jabatan yang akan diisi, para calon harus memiliki syarat Kompetensi,
kualifikasi, dan kinerja; dan

c. Distribusi calon pemegang jabatan harus merata dalam arti tidak terlalu
banyak untuk jabatan tertentu dan terlalu sedikit untuk jabatan lainnya.

Pasal 27

Perencanaan Pola Karier untuk JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf a dilakukan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan
ketentuan Sistem Merit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 28
(1) Perencanaan Pola Karier untuk JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf b dilakukan melalui seleksi, rotasi, mutasi, dan promosi, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam perencanaan Pola Karier untuk JA, Instansi Pemerintah perlu
memproyeksikan jangka waktu paling kurang PNS harus dipromosikan tanpa
mengurangi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 29
(1) Perencanaan Pola Karier untuk JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1} bhuruf ¢ dilakukan pengangkatan pertama, perpindahan Jabatan,
penyesuaian/inpassing, dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pola Karier untuk JF ditetapkan dalam jenjang Jabatan berdasarkan pencapaian
angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penyusunan Rencana Pengembangan Karier paling sedikit meliputi unsur Pola Karier,
yaitu:

a. jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan;

b. Standar Kompetensi ASN;

c. pengembangan Kompetensi dan pembinaan karier; . PARAF AUTENTIKASL -

d. profil peg.awai; ASISTEN( ) : N

e. masa kerja; KEPALA PERANGRAT DAERAR | ¥
KABAG HUKUM A
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kelas Jabatan;

pengalaman Jabatan;

5 oga e

. profil dan struktur organisasi;

(W
.

peta jabatan; dan
j. penilaian kinerja dan pembinaan disiplin.

Pasal 31

(1) Jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf a minimal terdiri dari :

a. jenis Jabatan dan jenjang Jabatan;
b. rumpun/klasifikasi Jabatan;
C. persyaratan Jabatan; dan

d. tugas Jabatan.
(2) Jenis dan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yaitu:

a. JPT terdiri dari:
1. JPT Utama;
2. JPT Madya; dan
3. JPT Pratama;

b. JA terdiri dari:
1. Jabatan Administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan Pelaksana;

¢. JF terdiri dari:

1. JF Kategori Keterampilan dengan jenjang Jabatan dari paling rendah
sampai paling tinggi yaitu:
a) pemula;
b} terampil;
¢} mahir; dan
d) penyelia;
2. JF Kategori Keahlian dengan jenjang Jabatan dari paling rendahsampai
paling tinggi yaitu:
a) Ahli Pertama,;
b) Ahli Muda;
c) Ahli Madya; dan
d) Ahli Utama

(3) Rumpun/klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi
Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural.

(2) PPK menetapkan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. = PARAF AUTENTIKASL -

ASSTEN[ | 1_%
KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM A
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Pasal 33

(1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c
dilaksanakan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan karier sesuai
dengan jenis Jabatan.

(2) Pengembangan Kompetensi paling sedikit didasarkan pada:

a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan
fungsional merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai yang
akan menduduki masing-masing jenis Jabatan.

c. pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap jenjang
mulai dari Jabatan paling rendah sampai Jabatan paling tinggi sesuai
karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi.

d. untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan yang sifatnya mendesak dan
harus diisi, dalam hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum dipenuhi
untuk sementara dapat dilakukan uji kompetensi dalam pengisian Jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 34
Profil pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d minimal :
memuat data personal;
kualifikasi pendidikan;
rekam jejak Jabatan;
Kompetensi;
riwayat pengembangan;
riwayat hasil penilaian kinerja;

pendidikan dan pelatihan;

TR ™M opo TP

usia; dan

st o
.

informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 35
Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h paling rendah didasarkan pada:

a. paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun untuk
menduduki Jabatan Pengawas atau Administrator; dan
b. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki JPT Pratama.

Pasal 36

(1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e untuk JA diatur
sebagai berikut:
a. untuk menduduki Jabatan Pengawas paling singkat 4 (empat) tahun dalam
Jabatan Pelaksana; dan
b. untuk menduduki Jabatan Administrator paling kurang 3 (tiga) tahun dalam
Jabatan Pengawas.
(2) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e untuk menduduki JPT
Pratama, paling kurang 2 (dua) tahun dalam Jabatan Administrator.
{3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e untuk JF berdasarkan

angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Wm

undangan. o : ‘
ASISTEN( ) ° r
KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM A
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Pasal 37

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f memuat informasi
kelas Jabatan masing-masing Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 38

Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g diatur sebagai

berikut:

a. untuk menduduki JPT Pratama seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif
paling singkat selama 5 (lima) tahun;

b. untuk menduduki Jabatan Administrator seorang PNS memiliki pengalaman pada
jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;

c. untuk menduduki Jabatan Pengawas seorang PNS memiliki pengalaman dalam
Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki; dan

d. untuk menduduki JPT dan JA, seorang PNS dari JF harus dalam satu
rumpun/klasifikasi jabatan dan sesuai dengan jenjang yang dipersyaratkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h
memuat informasi tentang profil dan struktur organisasi Instansi Pemerintah dan tata
kerja untuk menggambarkan Jalur Karier.

Pasal 40

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i ditetapkan oleh PPK
berdasarkan analisis Jabatan dan tata kerja organisasi Instansi Pemerintah sebagai
dasar penyusunan Jalur Karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 41
(1) Penilaian Kinerja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 hurufj dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Penilaian Kinerja JPT dan Jabatan Administrator dilakukan berdasarkan penilaian
SKP dan Perilaku Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penilaian Kinerja JF dilakukan berdasarkan pencapaian Angka Kredit Kumulatif,
SKP dan Perilaku Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pola Karier

Paragraf 1
Umum

Pasal 42
(1) Pola Karier dilaksanakan sebagai bagian dari Sistem Manajemen Talenta dan
Sistem Informasi ASN.

(2) Sistem Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada ay iputi Sistem
Manajemen Talenta Nasional dan Sistem Manajemen Taldnta MALEENI‘KASL*'
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASISTEN( ) “% -

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM ot
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(3) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan
dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 43

PPK melaksanakan pengisian Jabatan berdasarkan rencana Pola Karier yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Paragraf 2
Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 44

(1) Pengisian JPT Pratama untuk Jabatan yang lowong dilakukan melalui seleksi
terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Ketentuan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan
Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi ASN.

(3)

Paragraf 3
Pola Karier Jabatan Administrasi

Pasal 45

(1) Pengisian JA dilakukan untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan
Jabatan Pelaksana.

(2) Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui
seleksi internal, berdasarkan prinsip Sistem Merit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengisian Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan kelompok rencana suksesi, berdasarkan prinsip Sistem Merit
melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 46

(1) Pengisian Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)

dapat dilakukan melalui jalur percepatan Sekolah Kader.

(2) Sekolah Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pengembangan
kompetensi bagi calon kader pimpinan yang bertalenta dan berkinerja tinggi di

Instansi Pemerintah.

Paragraf 4
Pola Karier Jabatan Fungsional

Pasal 47
(1) Pengisian JF dilakukan melalui :

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan Jabatan;

C. penyesuaian/inpassing; dan

d. promosi dalam - PARAF AUTENTIKASL
1. Pola Karier horizontal; AS|STEN( ) v Iy
2. Pola Karier vertikal atau KEPALA PERANGKAT DAERAH| ¥
3. Pola Karier diagonal. KABAG HUKUM" . s

(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kelima
Pengawasan dan Pembinaan Pola Karier

Pasal 48

(1) Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan pelaporan
pembinaan Pola Karier kepada Menteri dengan tembusan Badan Kepegawaian
Negara, Lembaga Administrasi Negara dan Komisi ASN.

(2) Laporan pembinaan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pertimbangan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen
karier di instansi Pemerintah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

(1) Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tidak
dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, PPK
dapat menugaskan Pejabat Pemerintahan sebagai Pelaksana Harian atau
Pelaksana Tugas.

(2} Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penugasan Pelaksana
Harian dan Pelaksana Tugas dapat ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan
sementara atau berhalangan tetap.

(3)

Bagian Kedua
Kriteria Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 50
(1) Penugasan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dilaksanakan atas dasar :
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(2) Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang
berhalangan sementara; dan
b. Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang
berhalangan tetap.

(3) Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak berwenang untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada
perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi
anggaran.

(4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar
seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

(5) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

pegawai.

keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tinds

(6) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewens
strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada ag AT Eoalvaian.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM
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(7) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan meliputi:

a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian prestasikerja

pegawai;

menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

o

d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yangakan
dijalankan di luar negeri;
€. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;

bl

menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar-
instansi;

h. memberikan tugas/izin belajar;

1. memberikan izin mengikuti seleksi JPT atau JA; dan

o

j- mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 51

(1) Penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dapat diberikan kepada PNS
yang menduduki Jabatan:
a. JPT Pratama;

b. Administrator;
c. Pengawas; atau
d. Pejabat Fungsional.

(2) PNS yang diberikan penugasan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan
dilaksanakan;
b. memiliki jenjang Jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah darijenjang
Jabatan yang akan ditugaskan;
c. berkinerja baik paling kurang selama 2 {dua) tahun terakhir; dan

d. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam
Jabatan yang ditugaskan.
(3) Pejabat fungsional dapat diberikan penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
a. Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana
Harian atau Pelaksana Tugas JPT Pratama atau JPT Madya.
b. Pejabat fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana
Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau JPT Pratama.
c. Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana
Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator.
d. Pejabat fungsional jenjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana
Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pengawas.
(4) Dalam hal tidak terdapat PNS dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf b, penugasan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dapat
diberikan kepada PNS dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi dari

jenjang Jabatan yang akan ditugaskan. :

~ PARAF AUTENTIKASL 9 |
ASISTEN( ) Ml
KEPALA PERANGKAT DAERAH
| KABAG HUKUM J
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Bagian Ketiga
Mekanisme Penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 52
Penugasan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dilakukan oleh PPK atau pejabat
yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas.

Pasal 53

Penugasan Pelaksana Harian ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan
paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 54

(1) Penugasan Pelaksana Tugas ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan
dan paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh
pelaksana tugas definitif, Pelaksana Tugas dapat diberikan perpanjangan paling
banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.

(3) Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitas Pelaksana Tugas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Tugas Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 55
(1) Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada
PPK atau pejabat yang memberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya
pelaksanaan tugas.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Pelaksana Harian atau Pelaksana
Tugas yang sedang melaksanakan tugas disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

PARAF AUTENTIKAS| %

ASSTEN( ) >

KEPALA PERANGKAT DAERAH| ¥

KABAG HUKUM
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINAS! = Ditetapkan di Parigi
SEKDA R pada tanggal 29 FAvvar/ 207y
ASISTEN { ) ﬂ
KABAG HUKUM Jr Pj. BUPATI PXRIGI MOUTONG,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

% PARAF AUTENTIKASL =
ASISTEN( ) )

KEPALA PERANGKAT DAERAH
Diundangkadh EABAGHUKUM Y 3

pada tanggal 9 JANvaR/ 02y

RIC ARNALDO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,

- Ny

ZULFINASRR

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHU 2024 NOMOR : 4
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PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR ... TAHUN |
TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIFIL
POLA KARIER INSTANSICRAL
Masa Kelompok Jabatan Pengembangan
Jabatan Kelompok JA Kelompok JPT Kelompol JF Kompetensi
JPT Pratama Reform Leader
2-5 Academy
Tahun = Pelatihan
/- \ Kepemimpinan
Ahli Utama
4-8
Tahun )
/ /
Administrator / Ahli Muda
4-12
Tahun "T ¥ —
]
. |
i Pengawas | / \_ Ahli Muda Pelatihan
4-8 H D
it .:........_.. asar
Tahun ] = % : Pelatihan
| \\ m___ Fungsional
EH T~~~ Ani Pertama . Pelatihan
4-8 5k - e g Sekolah Kader .._.F... I Kepemimpinan
Tahun 2 N Reform Leader
% Academy
: \ Penvelia Pengembangan
4-8 1 Kompetensi
Tahun = \ . Manajerial dan
1 NG Sosial Kultural
H " Mahir Pengembangan
4-8 1 . Kopetensi
Tahun ' ] Teknis
Terampil
4 — 8 =y
Tahun H
Pe:fxula 1
0-4 .4..._!
Tahun
Rencana Rencana Suksesi | Pengangkatan Pertama | "Gaa™
Dalam dan Suksesi Seleksi Terbuka Perpindahan Vertkal
Antar Selekst Ketentuan Sistem | Penvesuaian/Inpassing T ennioan Jergane;
Kelompok Internal Merit Promosi —_ Dugna
Jabatan iy
Mekanisme Pengisian T et

T ) : - A

Kelompok Jabatan diist dengan jenis jabatan ASN melipudi JPT, JA, dan JF

dengan masing-masing tingkat/jenjang jabatan sesuai peta jabatan, profil
dan strulktur organisasi, berbasi pada jabatan knitis

Masa jabatan merupakan dasar perhitungan masa kerja dan proyeks:
pencapaian karier PNS dalam periode tertentu

» PARAF AUTENTIKAS| &
ASISTEN{ )

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
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. Mekanisme pengisian jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan
kebutuhan, jenjang pangkat, kualifikasi dan persyaratan jabatan, standar
kompetensi jabatan, pengalaman, dan penilaian kinerja.

. Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan jenis jabatan yang
diduduki, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Dalam hal peningkatan pengalaman jabatan dan pengembangan
kompetensi, PPK dapat menetapkan 2 {dua) atau 3 (tiga) jabatan strategis
yang harus diduduki terlebih dahulu dalam pola karier seorang PNS,
sebelum dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

PARAF KOORDINAS! _, Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,

SEKDA
ASISTEN( )
KABAG HUKUM AT_
RANGKAT DAERAH
KEPALA PEl ' RICHARD ARNALDO

- PARAF AUTENTIKASL #

ASISTEN( ) ui?
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM VA
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